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Skripsi ini memuat pembahasan mengenai peraturan terkait tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan
primer dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif
dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dikaitkan dengan pengaturan mengenai pelayanan
gawat darurat dan pelayanan kesehatan primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan K egawatdaruratan,
dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelayanan gawat darurat menjadi suatu kewajiban yang
tidak boleh ditolak oleh pelayanan kesehatan primer di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak atas
pemeliharaan kesehatan. Kepala Dinas K esehatan Kabupaten/K ota dan Bupati/Wali K ota bertanggung
jawab atas kelalaian atau penyimpangan dalam pelayanan kegawatdaruratan yang menyebabkan kerugian
pada pasien sebagai bentuk penerapan vicarious liability dan doktrin “respondent superior”. Hasil penelitian
ini menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap pelayanan kesehatan primer secara rutin untuk mencegah penyimpangan dalam

pel aksanaan pelayanan kegawatdaruratan.

...... This thesis discusses regulations related to the legal liability of primary health care in providing
emergency care. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative data analysis
methods. Thisthesisis based on laws and regulations regarding emergency care and primary health care
found in Law No. 36 of 2009 about Health, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 47 of 2018
about Emergency Care and Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 19 of 2016 on Integrated
Emergency Response System. The study shows that emergency services are an obligation that cannot be
denied by primary health care in Indonesia as a form of protection of the right to health care. Heads of
District/City Health Offices and RegentsMayors are responsible for the negligence or irregularitiesin
emergency care that cause harm to patients as the implementation of vicarious liability and the "respondent
superior" doctrine. This study suggests that local governments and related agencies carry out supervision
and guidance on primary health care on aregular basis to prevent irregularities in the implementation of
emergency services.
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